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ABSTRAK

Pengelolaan barang milik daerah merupakan komponen krusial dalam manajemen aset
daerah yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang aset yang dimiliki oleh
suatu daerah serta berfungsi sebagai dasar untuk menyusun laporan keuangan. Tujuan
dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis manajemen aset daerah di Pemerintah
Kabupaten Buton Tengah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
kualitatif dengan pendekatan studi kasus, di mana data dihimpun melalui wawancara
mendalam, observasi, dan analisis dokumen. Informan utama dalam penelitian ini
terdiri dari Kepala Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
(BPKAD) yang bertindak sebagai Pengelola Barang dan Pengurus Barang Pengguna
di setiap OPD. Teknik triangulasi diterapkan untuk menilai keandalan data yang
diperoleh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan barang milik daerah
masih menghadapi berbagai kendala dalam proses perencanaan kebutuhan dan
anggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan,
penatausahaan, pengawasan dan pembinaan.

Kata Kunci: pengelolaan barang milik daerah, aset daerah, Kabupaten Buton

Tengah, studi kasus, kualitatif.
ABSTRACT

Management of regional assets is a crucial component in regional asset management
which aims to provide an overview of assets owned by a region and serves as a basis
for preparing financial reports. The purpose of this study is to analyze regional asset
management in the Central Buton Regency Government. The method used in this
study is a qualitative method with a case study approach, where data is collected
through in-depth interviews, observations, and document analysis. The main
informants in this study consisted of the Head of BPKAD who acted as the Manager
of Goods and the Manager of OPD User Goods. Triangulation techniques were
applied to assess the reliability of the data obtained. The results of the study indicate
that the management of regional assets still faces various obstacles in the process of
planning needs and budgets, procurement, use, utilization, security, maintenance,

administration, supervision and guidance.

Keywords: management of regional assets, regional assets, Central Buton Regency,

case study, qualitative.
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BAB I
PENDAHULUAN

Pengelolaan aset daerah merupakan aspek krusial dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah yang bertujuan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi
pemerintah secara optimal. Aset daerah yang sering kali dikenal sebagai Barang Milik
Daerah (BMD), mencakup seluruh kekayaan daerah yang berasal dari anggaran
pendapatan dan belanja daerah, hibah, ataupun perolehan sah lainnya serta dikuasai
oleh pemerintah daerah. Untuk menjamin pengelolaan aset daerah berlangsung secara
transparan, akuntabel, dan efisien, pengelolaan tersebut harus dilakukan sesuai
ketentuan perundang-undangan, seperti yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah
(PP) Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
sebagaimana diubah terakhir dengan PP Nomor 28 Tahun 2020.

Indonesia, yang menerapkan prinsip desentralisasi dalam penyelenggaraan
pemerintahannya, memberikan kewenangan kepada masing-masing pemerintah
daerah untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan, termasuk pengelolaan
aset daerah. Namun, desentralisasi juga menuntut adanya tata kelola aset yang lebih
optimal untuk mendukung tercapainya prinsip-prinsip Good Governance, yaitu
akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi. Pengelolaan aset daerah yang profesional dan
modern menjadi keharusan, mengingat tantangan yang dihadapi, seperti pengelolaan
data yang tidak terintegrasi, penyalahgunaan aset, dan kurangnya pemeliharaan aset
daerah (Sondakh, 2017). Pengelolaan BMD yang efektif dan efisien mencerminkan
kualitas administrasi pemerintah sekaligus berkontribusi langsung pada peningkatan
transparansi dan akuntabilitas publik. Dalam pemerintahan daerah, pengelolaan aset
menjadi kunci keberhasilan dalam menjalankan berbagai program pembangunan yang
bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pernyataan ini sejalan dengan
pandangan Mardiasmo (2018) bahwa pengelolaan aset yang efektif akan mendukung
terciptanya laporan keuangan yang akurat dan dapat dipercaya.

Namun, tantangan pengelolaan BMD di Indonesia, termasuk di Pemerintah
Kabupaten Buton Tengah, masih sangat kompleks. Berdasarkan temuan banyak
pemerintah daerah menghadapi masalah dalam aspek perencanaan kebutuhan aset,
pencatatan, hingga optimalisasi pemanfaatan. Di Kabupaten Buton Tengah,

pengelolaan aset daerah sering kali terganjal oleh masalah data yang tidak akurat,



minimnya kapasitas sumber daya manusia, serta kurangnya penggunaan teknologi
informasi untuk mendukung inventarisasi dan pelaporan aset. Kendala-kendala
tersebut berdampak pada kurang optimalnya pemanfaatan aset, yang pada akhirnya
memengaruhi efektivitas pelayanan publik (Ghozali, 2016).

Sebagai landasan hukum, PP Nomor 27 Tahun 2014 mengatur secara rinci
tahapan pengelolaan aset yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penanggaran,
pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan,
penatausahaan dan pengawasan serta pembinaan. Implementasi peraturan ini
diharapkan mampu memberikan kerangka kerja yang jelas untuk mendukung
pengelolaan aset yang transparan dan akuntabel. Namun, seperti yang diungkapkan
pelaksanaan peraturan sering kali terbentur pada realitas di lapangan, termasuk
kurangnya koordinasi antar unit kerja dan lemahnya pengawasan terhadap proses
pengelolaan aset.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis mendalam mengenai kondisi
aktual pengelolaan BMD di Kabupaten Buton Tengah. Fokus utama penelitian ini
adalah mengidentifikasi kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam setiap tahap
pengelolaan aset, mulai dari perencanaan hingga pengawasan dan pembinaan. Selain
itu, penelitian ini juga memberikan rekomendasi strategis yang diharapkan dapat
menjadi solusi praktis untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut. Dengan
demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam

peningkatan tata kelola BMD di Kabupaten Buton Tengah dan daerah lainnya.
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